
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 4^ TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran huruf D angka 
2 huruf f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tata cara 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring 
dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati; 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaan dana bantuan sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, perlu disusun pedoman pengelolaan bantuan 
sosial; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring 
dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan Tahun 
2006 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
2. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan. 

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran / barang. 

6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau 
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 



7. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak 
dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau 
bencana alam yang j ika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan 
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

BAB II 
BANTUAN SOSIAL 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
kepada: 
a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami 

risiko sosial; atau 
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, 
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil 
sebagai dampak risiko sosial. 

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. uang; dan/atau 
b. barang. 

(4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 
kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, 
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

Pasal 3 

(1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 

tertentu atau karena perintah Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dapat berkelanjutan; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan. 
(2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa 

bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan 
untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. 

(3) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diartikan bahwa memiliki identitas kependudukan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 

(4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak 
harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat 
berkelanjutan diartikan bahwa. bantuan sosial dapat diberikan setiap 
tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. 

(5) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 



b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jaminan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. 

Pasal 4 

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a 
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf 
b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 
kerentanan sosial seseoremg, keluarga, kelompok masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 
minimal. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) 
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga 
mampu memenuhi kebutuhan dasamya. 

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d 
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan 
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan 
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang 
tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) 
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk 
rehabilitasi. 

Pasal 5 

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
huruf a, terdiri dari: 
a. bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang direncanakan; dan 
b. bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

Pasal 6 

(1) Bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya 
pada saat penyusunan APBD. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan usulan tertulis dari calon penerima dan/atau atas usulan 
kepala SKPD terkait. 

(3) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas 
bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD terkait 
sesuai dengan urusan dan kewenangannya. 



(4) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci 
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, 
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah terkait. 

Pasal 7 

(1) Bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat 
risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD 
yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial 
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(2) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu 
alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan. 

(3) Penganggargin bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
Belanja Tidak Terduga pada SKPKD. 

(4) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD 
terkait sesuai dengan urusan dan kewenangan, dengan ketentuan 
sebagai ber ikut : 
a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada 

Bupati untuk mendapatkan persetujuan; 
b. Persetujuan Bupati disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); 
c. Paling lama 1 (satu) hari sejak persetujuan Bupati diterima, Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah 
(BUD) melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga 
(BTT) kepada kepala SKPD; 

d. Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendanai keadaan 
darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) sesuai 
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam 
peraturan kepala daerah. 

Pasal 8 

(1) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) huruf b, diberikan secara langsung kepada penerima seperti: 
a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta, dan 

masyarakat tidak mampu; 
b. bantuan perahu untuk nelayan miskin; 
c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; 
d. bantuan temak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/atau 
e. bantuan sosial lainnya berupa barang. 

(2) Bantuan sosial berupa barang pada ayat (1) berdasarkan usulan tertulis 
dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD terkait. 

Pasal 9 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran/jenis barang bantuan 
sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 



(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar 
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada 
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada 
permintaan tertulis dari SKPD setelah diverifikasi oleh Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). 

(4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan 
kwitansi bukt i penerimaan uang bantuan sosial. 

Pasal 10 

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu 
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama 
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh 
masing-masing individu dan/atau keluarga. 

BAB IV 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 11 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material 
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) Penanggungjawab bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. untuk individu, penerima dan penanggungjawabnya adalah individu 

penerima bantuan sosial; 
b. untuk keluarga, penerima dan penanggungjawabnya adalah kepala 

keluarga penerima bantuan sosial; 
c. untuk masyarakat, penerima dan penanggungjawabnya adalah 

ketua/pimpinan kelompok masyarakat penerima bantuan sosial; dan 
d. untuk lembaga non pemerintahan, penerima dan 

penanggungjawabnya adalah ketua/pimpinan lembaga penerima 
bantuan sosial. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan 
dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. 

(4) Penerima Bantuan Sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait. 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 12 
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian 

bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan. 



(2) Tatacara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD terkait. 

(3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), SKPD terkait dapat membentuk t im monitoring dan 
evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 13 

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan Bantuan Sosial untuk 
kepentingan Pelaksanaan Program Jaminan Nasional dilaksanakan sesuai 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Proses pemberian Bantuan Sosial yang dilaksanakan sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati in i dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya 
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati in i . 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati in i , maka: 
a. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan; dan 

b. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 



Pasal 16 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 7 - 7 - 2021 

INDRATA NUR BAYU AJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 7 - 7 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

HERU WIWOHO SP 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 49 


